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ABSTRAK

Pada penelitian ini adalah membahas tentang praktik pelksanaan hak dan
kewajiban buruh sebagai unsur dari sistem perburuhan dan gambaran konisi buruh
di Indonesia. Hal ini menimbulkan cara pandang berbeda terhadap kaum buruh.
Daam melakukan observas di GASBIINDO, bahwa setigp buruh mempunyai
kesadaran individu maupun kesadaran kolektif yang menjadi keharusan untuk
menjalankan hak an kewagjiban sebagi buruh. Fokus dari kgian yaitu membahas
bagaimana buruh menjalankan hak dan kewagjibannya. Kemudian tujuannya
bagaimana mereka memaknai hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai alat sarana
untuk menjadi buruh berkuditas. Penyusun membatasi mengenai dua
permasal ahan penting yang perlu di teliti. Pertama, bagaimana hak dan kewajiban
buruh pada GASBIINDO? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO?

Pada penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif yakni studi kasus
terhadap organisasi buruh bernama GASBIINDO. Penyusun  melakukan
observas dengan menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data. Pertama,
dengan melakukan interview (wawancara) terhadap ketua umum PB
GASBIINDO. Kedua, mencari literasi yang berkaitan dengan tema yang
penyusun teliti.

GASBIINDO sebagai organisas buruh menyikapi kondis buruh yang
sudah lama menjadi persoalan. Hak dan kewajiban sebagai buruh terkadang tidak
berjalan beriringan. Kondisi buruh yang sering tidak terpenuhi haknya menjadikan
GASBIINDO membuat pola pendekatan yang cukup berbeda dengan organisasi
burun padau umumnya GASBIINDO menekankan konsep suka sama suka
terhadap hubungan dan interaksi buruh dengan majikan. Adadua pokok nilai yang
ingin disampaikan. Pertama, buruh sebagal penggerak roda laju ekonomi harus
mampu menyeimbangkan antara hak dan kewjiban. Kedua,sebagai umat Islam
yang sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja, semestinya buruh berjuang
dan bekerja dengan cara yang sudah digjarkan oleh Islam. Proses internalisasi dan
eksternalisasi inilah yang akan membentuk pola hubungan industrial yang sehat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu
hanya bersumber dari a-Qur’an dan al-Hadits. Namun, setelah Islam semakin
berkembang, maka timbullah berbaga macam istilah dalam penggalian
hukum Islam (metode istinbath) yang dimunculkan oleh para mujtahid, maka
dikenallah istilah hukum primer dan hukum sekunder hukum primer yaitu
hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama (al-Qur’an, Hadits,
Ijma’ dan Qiyas), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum
yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam
oleh para ulama (al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-‘Urf, al-1stishab,
Madzahib Sahabi dan al-Syar’u man gablana).*

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas
secara lebih detail, yaitu maslahah mursalah. Secara umum maslahah
mursalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak
didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan
Magasid al-Syari’ah al-‘Ammah (tujuan umum hukum Islam).?

Konsep maslahah mursalah tidak hanya terbatas pada maslah ibadah,

tetapi juga masalah muamalah. Kali ini penyusun bersaha menyoroti konsep

' Wahidul Kahar, “Efektivitas Maslahah mursalah dalam Penetapan Hukum Syara’”,
(Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003), him. 5.
?Ibid., him. 5-6.



maslahah mursalah dari sis muamalah, dalam hal ini lebih detekankan pada
konteks perburuhan, khususnya mengenai hak dan kewajiban buruh.

Hingga saat ini, kabar yang datang dari kaum buruh masih belum
menggembirakan. Masalah perburuhan® merupakan masalah yang menarik
untuk dijadikan sebuah kajian, baik di negara-negara maju maupun negara-
negara yang masih berkembang, salah satunya adalah Indonesia.

Diakui atau tidak, dapat dikatakan kehadiran kaum buruh di negaraini
memiliki peranan yang cukup penting. Kaum buruh merupakan bagian dari
sgarah perjalanan panjang Indonesia, namun demikian, masih dirasa
sedikitnya pemahaman masyarakat tentang hal ini. Permasalahan buruh di
sektor industrial masih menjadi persoalan yang pelik dan penuh perdebatan,
dari banyaknya ketimpangan hubungan antara majikan dan buruh sampai
pertikaian antar sesama mereka, ditambah lagi dengan adanya bonus
demografi yang dimiliki Indonesia mengakibatkan keterbatasan lapangan
pekerjaan yang tersedia. Banyak peraturan yang kemudian diciptakan dalam
sistem  perundang-undangan, namun belum  sepenuhnya mampu
mengakomodir seluruh kepentingan dari pihak terkait.

Pada dasarnya masalah perburuhan ini bukan hanya sekedar persoalan
ketenagakerjaan, lebih dari itu, peristiwa ini merupakan agenda sosia, politik
dan ekonomi yang cukup krusial, sebab masalah perburuhan sebenarnya tidak

hanya hubungan antara buruh dan majikan, tetapi secara lebih luas juga

% UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 BAB | tentang ketentuan umum, Pasal 1
Ayat (1) disebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.



mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara sekaligus sitem
politiknya.

Posisi kaum buruh yang disebut sebagai agen “perubahan sosial”
membuat mereka mampunyai posisi tawar dan nilai lebih untuk mengawal
masyarakat Indonesia kearah yang lebih baik, terutama pada sektor
perindustrian.

Realitas kehidupan kaum buruh yang sering dijumpai di Indonesia
merupakan potret dari sebagian masyarakat yang harus hidup di bawah garis
kemiskinan karena permasalahan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan
dan papan yang semakin sulit terpenuhi, keadaan ini diperparah dengan
ketatnya persaingan dunia kerja. Semakin meningkatnya harga kebutuhan
sehari-hari berbanding lurus dengan harga jual pasar, hal ini tidak dibarengi
dengan kenaikan upah pekerja. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu
negara akan sangat menentukan corak dan warna dari sistem suatu sistem
perburuhan yang diberlakukannya.*

Pada dasarnya, hubungan antara perusahaan dan pekerja adalah
hubungan keterkaitan dan saling membutuhkan, di satu sis pekerja
membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan sebagal cara
untuk memenuhi kebutuhan, sementara perusahaan membutuhkan tenaga
para pekerja untuk menjaga keberlangsungan kegiatan produksi. Mengingat
adanya hubungan saling membutuhkan ini, maka perlu kiranya dilakukan

kesepakatan kerja antara kedua belah pihak. Hal ini sangatlah membantu agar

* Abdul jalil, Teologi Buruh, (Yogyakarta: LKIS Y ogyakarta, 2008), hal VV-VI.



tidak terjadi hal-ha yang menimbulkan kerugian bagi keduanya. Pada
kenyataannya sangatlah sulit mewujudkan kondisi dimana perusahaan dan
karyawan mendapatkan apa yang diharapkan.

Dalam beberapa penelitian banyak disebutkan bahwa kondisi kaum
buruh masih selalu dikaitkan dengan belum masksimanya keseahteraan
yang didapat. Di Indonesia, rata-rata upah buruh hanya sebesar 5,3% dari
total biaya produksi, sedang “biaya siluman” yang harus dikeluarkan
pengusaha mencapal lebih 30%. Sekedar perbandingan: upah buruh di
Thailand mencapai 13% dan upah buruh di Malaysia mencapai 23% dari total
biaya produksi. Persoalan nyata dari zaman kolonia hingga sekarang, selalu
dihadapkan pada tuntutan upah.® Sejak negaraini didirikan, bangsa Indonesia
telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara
sebagaimana diamanatkna dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak at as pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang
ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal
tersebut berimplikasi pada kewgjiban negara untuk memfasilitas warga
negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.’
Kebijakan ekonomi makro kadangkala tidak berpihak pada kepentingan
kaum pekerjalburuh. Seperti kebijakan penaikan tarif BBM akan
mempengaruhi kemampuan daya beli dan konsumsi kaum pekerja/buruh.

Sementara kebijakan pengupahan tidak direvisi berdasarkan kenaikan tarif

> Dadang Juliantra “Kekerasan dalam Pemogokan Buruh™ Kawah No. 1 Tahun 1994
® Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.1



BBM tersebut, hal ini bersesuaian dengan penghitungan kebutuhan fisik
minimum pekerja/lburuh, bukannya kebutuhan fisik optimum. Akibatnya,
kaum buruh/pekerja selalu mendapatkan efek buruk dari setiap kebijakan
pemerintah. Oleh karena itu, sudah saatnya kaum pekerja/buruh melakukan
gerakan advokasi yang lebih meluas pada setiap produk kebijakan pemerintah
yang memiliki tendensi dan pengaruh pada kaum pekerja/buruh.”

Untuk melindungi pekerja/lburuh dari permasalahan perburuhan yang
kompleks, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di
Indonesia Undang-Undang tentang K etenagakerjaan yang berlaku pada saat
ini yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Mengenai perlindungan bagi
pekerja/lburuh secara umum dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai
perlindungan terhadap penyandang cacat, perlindungan terhadap perempuan,
perlindungan terhadap waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, juga
perlindungan dalam ha pengupahan dan kesejahteraan.

Peraturan  ketenagakerjaan melarang  pengusaha  melakukan
diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin,
suku, agama dan juga status pekerja misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal
88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan
menyebutkan, bahwa: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Masih banyaknya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan

Undang-Undang oleh pengusaha, menjadi sorotan buruh dalam tuntutannya.

7 I bid.



Terlepas dari tujuan pengusaha untuk meningkatkan daya saing dan efisiens,
juga tujuan pengusaha agar dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-
luasnya, perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh juga harus tetap
menjadi perioritas. Pentingnya perlindungan bagi pekerja/ buruh biasanya
berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan dalam
menjalankan usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terkait secara
langsung adalah pengusaha dan pekerja/buruh.

Ketidak seimbangan posisi tersebut diantaranya karena rendahnya
pendidikan pekerja/lburuh sehingga tidah mengetahui hak dan kewajibannya,
tidak memiliki keahlian khusus serta regulasi dalam hukum perburuhan tidak
seimbang dalam mengatur hak dan kewajiban pihak pekerja/ buruh dan
pengusaha.

Demokrasi dalam bidang politik menekankan pentingnya partisipasi
warga negara dalam kehidupan politik, mengingat dalam sistem demokrasi
selalu menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Salah satu hak
dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan
asipirasi, baik secara lisan maupun tulisan, perseorangan atau secara
berkelompok, ketentuan dalam membuat kelompok atau perkumpulan sudah
diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hal yang sama juga
berlaku bagi kaum buruh.

Di Indonesia, jika melihat masalah perburuhan terutama organisasi
buruh akan banyak ditemukan kelompok-kelompok sosialis selau

mendominasi, padaha Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah



muslim dan tidak sedikit pula masyarakat muslim yang menjadi
pekerja/lburuh. Semakin fleksibel sistem ketenagakerjaan yang dijalankan,
semakin mendorong perkembangan organisasi-organisasi  buruh, secara
kuantitatif maupun kualitatif. Kalau diamati secara seksama, perkembangan
gerakan buruh di Indonesia pasca tumbangnya rezim Orba, sesungguhnya
sedang tumbuh dalam situasi yang tidak pernah terduga sebelumnya di bawah
penerapan sistem pasar tenaga kerja yang fleksibel. Sebaran jangkauan kerja
organisasi-organisasi buruh di Indonesia saat ini, dibangun secara sungguh-
sungguh dari waktu ke waktu, hingga menjangkau hampir seluruh wilayah,
terutama di tingkatan provins. Melihat perkembangan dinamis aksi-aksi
kolektif dan kerja-kerja konsolidasi yang mereka jalankan selama beberapa
tahun terakhir, memberikan satu harapan besar akan tumbuhnya kesadaran
kelas di kalangan kaum buruh Indonesia. Gerakan yang di bangun kaum
buruh Indonesia saat ini, sesungguhnya telah berkembang menjadi satu
gerakan rakyat yang |ebih sistematis dan terorganisasi secara baik, didasarkan
atas analisis sosia yang tepat, memiliki cita-cita dan tujuan, sampa pada
kegelasan rumusan strategi taktik dan program perjuangan yang akan
dijalankan.

Sesungguhnya Islam menghendaki perubahan masyarakat yang
berimbang, untuk itu kompromi antara karyawan dan perusahaan dianggap
sebagal prasyarat yang hakiki. Persoalan perencanaan yang mencakup

persigpan, pengembangan dan kesejahteraan pekerja masih menjadi masalah



utama dan titik temu itu ada pada prinsip garan islam itu sendiri. Maslahah
mur salah merupakan manifestasi dari prinsip garan Islam.

Dari sini, lalu muncullah sebuah organisasi buruh yang berbasis
Islam, salah satunya adalah Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia
(GASBIINDO).

Bicara mengenai hak dan kewajiban buruh, tentunya tidak bisa lepas
dari kontrak kerja yang disepakati, hal ini juga sudah diatur oleh Islam dalam
figh muamalah. Salah satu pembahasan dari figh muamalah adalah ijarah,
yang berarti menjual manfaat.® Pemilik yang menyewakan manfaat disebut
mu’ajjir (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan
sewa disebut musta’jir (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang
diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut ma’jur (sewaan), sedangkan

jasa yang diberikan imbalan manfaat disebut gjranatau ujrah (upah).’

B. Rumusan Masalah

Banyak sebagian dari kita, baik itu dari kalangan praktisi maupun
akademisi yang terkesan kurang memperhatikan persoalan buruh, padahal
pada dasarnya mereka (buruh) juga merupakan bagian dari agen perubahan,
lebih dari pada itu, mereka merupakan elemen penting dari suatu “rezim”.

Yang kemudian kita mungkin kurang ketahui adalah, bagaimana

mekanisme lahirnya kebijakan yang bersifat win-win solution , tidak hanya

#Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), him. 318
°Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-
Ma’arif, 1998), cet. 2, him. 18.



mengakomodir kepentingan salah satu pihak, namun juga mampu
memberikan jawaban dari persoalan yang dialami keduanya.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka untuk mewujudkan penelitian ini penyusun merumuskan masalah
sebagal berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewgjiban buruh yang berlaku di GASBIINDO?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang hak dan kewajiban buruh
yang berlaku di GASBIINDO?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam suatu penelitian tentu terkandung tujuan yang hendak dicapai,
maka sesual dengan judul skripsi yang penyusun kemukakan di atas dan
berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan maka tujuan pokok dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana hak dan kewgjian buruh yang berlaku di
GASBIINDO
2. Mengetahui bagaimana pandangan pandangan hukum Islam terhadap hak
dan kewajian buruh yang berlaku di GASBIINDO
Adapun kegunaan dalam penelitian ini di maksudkan sebagai berikut :
1. Menjadi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan hukum perburuhan di
Indonesia
2. Memperkaya wacana tentang gerakan perburuhan yang berbasis Islam.
D. Telaah Pustaka
Eggi Sudjana, dalam bukunya *“Bayarlah Upah Sebelum Kering

Keringatnya”, ,membahas mengenai pengertian buruh dan pembagian buruh.
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Menurutnya buruh dibagi menjadi enam, yaitu : buruh industry, buruh tani dan
perkebunan, buruh perumahan, buruh anak, buruh toko dan juga buruh
migran.’©

Kedua, Buku karya Bambang Sulistiyo “Pemogokan Buruh Sebuah

"1 mengupas buruh dari segi ekonomi yang dijalankan

Kajian Sejarah
industri-industri maju. Bambang Sulistiyo memaparkan bahwa pembangunan
yang mengedepankan konsep pertumbuhan semata akan menyisakan
persoalan yang tidak tuntas, baik itu di tingkat sosial maupun ekonomi seperti
pola hidup yang materialistis.

Ketiga, ‘Abdul Manan yang dalam karyanya tentang buruh “Teori dan
Praktik Ekonomi Islam”,** buku ini membahas mengeai buruh dari sistem dan
praktiknya menurut |slam serta mekanisme dari praktik ekonomi Islam.

Keempat, skripsi Eni Wiji Atuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Aks Mogok Kerja Buruh PT. Kusumahadi Santoso, Surakarta™
menggambarkan tentang akss mogok yang dilakukan oleh buruh dalam
mementingkan hak terhadap majikan ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini
menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya aksi mogok pekerja.

Selain itu dalam tulisan ini juga sedikit menjelaskan tentang budaya

pergerakan pekerjadi PT. Kusumahadi Santoso Surakarta.

19 Eggy Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya”, (Jakarta: PPMI, 2000).

1 Bambang Sulistiyo, Pemogokan Buruh Sebuah Kajian Sejarah, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1995).

12 Abdul Manan, Teori dan Praktek Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa,
1997).

3 Eni Wiji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Mogok Kerja Buruh PT.
Kusumahadi Santoso Surakarta”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).
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Kelima, skripsi Abdul Muis, “Oganisasi Buruh di Indonesia Sebagai
Potensi Kekuatan Politik Perspektif Figh Siyasah”, skripsi ini membahas
tenang bagaimana organisasi buruh bisa menjadi potensi kekuatan politik serta
pandangan figh siyasah terhadapnya. Peralihan orientasi organisasi buruh
yang dari sekedar wadah atau perkumpulan buruh menjadi pergerakan buruh
yang mempunya kekuatan politik berdasarkan kesadaran kelas dan

kepentingan kelompok serta kesamaan nasib yang menimpa.

Dari beberapa skripsi dan riset yang telah disebutkan, tampak bahwa
riset-riset terdahulu belum ada yang membahas mengenai hak dan kewajiban
buruh pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO).
Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lainnya, yaitu bahwa
penelitian ini lebih menekankan pada hak dan kewagjiban buruh pada
GASBIINDO, terlebih GASBIINDO merupakan organisasi buruh yang
bercorak Islam.

E. Kerangka Teoritik

Molenaar dalam Uwiyono (2014: 2) menyebutkan bahwa: “Hukum
perburuhan adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku, yang mengatur
antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha, pengusaha dan

pengusaha”.®

" Abdul Muis, “Organisasi Buruh di Indonesia Sebagai Potensi Kekuatan Politik
Perspektif Figh Syasah”, UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta (2008).

> prof. Dr. Aloyius Uwiyono, S.H., M.H. dkk, “Asas-Asas Hukum Perburuhan”,
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada, 2014), him. 2.
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Uwiyono masih dalam bukunya menyebutkan bahwa: “Hubungan
hukum antara buruh/pekerja dengan pengusaha pada hakikatnya bersifat
timpang. Artinya kewagjiban pekerja/lburuh lebih banyak dari pengusaha,
misalnya: Hak pengusaha atas hasil kerja yang menjadi kewagjiban buruh
diiringi oleh kewjiban-kewajiban pekerjalburuh linnya, buruh wajib masuk
kerja jam 08.00 wib, buruh wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala
atributnya, buruh wajib mengis daftar presensi, dan seterusnya. Hal ini
disebabkan posisi buruh yang kurang beruntung dibandingkan dengan posisi
pengusaha sebagai pemilik perusahaan. Lebih lanjut, dalam hubungan kerja
hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha adalah berifat sub ordinarsi
(hubungan diperatas/vertikal). Hal ini berbeda dengan hukum pada umumnya
(dalam suatu perikatan) yang sifatnya koordinasi (horizontal)”.*°

Kasiyanto dalam Sutedi (2011; 24) mengemukakan bahwa;
“Hakikatnya pada taraf awal hubungan pekerja/buruh dan pengusaha adalah
hubungan antara penjual dan pembeli. Penjual ingin menjua dengan harga
setinggi-tingginya, sedangkan pembeli ingin membeli semurah mungkin.
Masalahnya adalah pekerja/lburuh sebaga penjual jasa, posisinya sangat
lemah”.*’

Tujuan bekerja menurut Islam tidak hanya untuk mencari kebahagiaan
di dunia sgja, akan tetapi juga untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Satu hal
yang patut dicatat ialah bahwa Islam menegaskan mutlaknya bekerja dan

berusaha serta menilainya sebaga salah satu ibadah yang berpahala di hadirat

**Ipid., him. 10-11.
¥ Adrian Sutedi, S.H., M.H, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him.24
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Allah. Idam tidak memerintahkan manusia untuk bekerja semata, tetapi dia
harus ihsan dala bekerja dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh
ketekunan, kesungguhan dan profesional .*®

Hukum vyang ditetapka oleh syari’at, semata-mata hanya untuk
mengawasi segala macam persoalan pencapaian maslahat serta kesejahteraan
manusia. Oleh karena itu, untuk memecahkan peroalan hak dan kewajiban
buruh yang terdapat dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun
mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan atau maslahah
mursalah, sering juga disebut maslaih mursalah atau istishlah.*

Masksud dari malahah mursalah tersebut tidak lain untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemadlaratan.
Kemaslahatan tidak terbatas pada macam maupun jumlahnya, akan tetapi
mengikuti sesuai dengan perkembangan atau kondisi masyarakat.

F. Metode Penelitian
1. JenisPenelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang obyeknya
langsung berasal dari GASBIINDO yang berupa data yang didapat melalui
wawancara dengan informan dari GASBIINDO yang diperkuat dengan

dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang adadi GASBIINDO.

8 yusuf Qardlawi, “Peran Nilai dan Moral dalam perekoomian Islam, di terjemahkan
oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofig Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani
Press, 1997), him. 165.

¥ pr.Ali Sodikn,dkk, Figh Ushul Figh, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), him.
79.
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2. Sifat pendlitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan
memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok
pembahasan yang dikaji, yaitu mengenai hak dan kewajiban buruh pada
GASBIINDO. Dalam pendlitian ini penyusun hanya menggambarkan dan
menjabarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisa hak dan
kewajiban buruh pada GASBIINDO dalam perespektif hukum Islam.
3. Pendekatan Masaah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif, yaitu pandangan ini dimaksudkan sebagai
pendekatan dengan menggunakan cara pandang hukum Islam.
4. Teknik Pengumpulan data
Data yang akan dicari adalah tentang hak dan kewajiban buruh
pada Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia perpspektif hukum Islam.
Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:
a Literatur
Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-
literatur atau bahan pustaka yang berkaitan. Bahan pustaka merupakan
teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy
edition, seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar,
buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi

pemerintah, internet, teks pidato dan lain-lain.
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b. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih
secara langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara
pewawancara dengan responden.
5. AndisisData
Setelah data dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, data-data
tersebut akan dianalisis dengan model analisis induktif. Analisis induktif
berpijak pada data-data sebagai langkah awal yang kemudian akan diteliti
dengan tujuan mendapatkan hasil berupa kesimpulan yang bersifat umum.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penelitian ini, maka perlu disusun sistematika
pembahasan. Bab pertama, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua, menerangkan tinjauan umum maslahah mursalah, meliputi
difinisi, metode analisa serta contoh penerapan maslahah mursalah
Bab ketiga, beris penjelasan mengenai GASBIINDO, sebelumnya
dijelaskan sgjarah singkat gerakan buruh dilndonsesia, lalu masuk dalam
pembahasan GASBIINDO méliputi sgarah pembentukan, perkembangan
organisas, tugas pokok, fungs dan peran serta struktur organisai

GASBIINDO.
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Bab keempat, adalah analisis hak dan kewajiban buruh pada GABIINDO
beserta faktor yang mempengaruhi kultur geraknnya, serta bagaima hukum
Islam melihat hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penyusun akan membuat
suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi
jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu penyusun
juga memuat saran-saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi

pihak-pihak terkait.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesmpulan

GASBIINDO sebgai salah satu komunitas buruh menjalankan hak dan
kewgjiban dengan menggunakan metode yang cukup berbeda dengan
organisas buruh pada umumnya serta dalam mengupayakan kesejahteraan
bagi kaum buruh mereka juga melakukan peubahan orientasi, dari yang
semula mengandalkan kekuatn dan solidaritas buruh kepada orientasi yang
lebih mencerminkan nilai 1slam. Dalam pelaksanaannya, organisasi buruh
tidak selau mampu terlibat secara aktif dalam pelaksanaan hubungan
industrial yang saling menguntungkan. Kemudian dalam mengatur kebijakan
diperlukan kerjasama semua pihak, pemerintah dan buruh supaya mampu
mengakomodir seluruh kepentingan pihak terkait agar tidak terjadi konflik.
Masing-masing pihak harus mampu menjalin komunikasi dengan baik agar
tercipta kerukunan, serta peran pemerintah lah yang sangat vital sebagai
pembuat kebijakan.

Secara umum hak dan kewajiban buruh pada GASBIINDO sesuai dengan
konsep maslahah mursalah, sesuai dengan prinsip menjunjung kemaslahatan,
serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal
ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kaum buruh mampu mempertahankan
hak yang dimiliki sesua nilai-nilai islam, dalam artian mereka
memperjuangkan hak tanpa mengesampingkan kewajiban mereka. Namun

dalam prakteknya ada sgja oknum yang menyalah gunakan posisinya untuk



60

kepentingan golongan, tanpa memperhatikan keadaan orang lain. Dan tidak
jarang ada oknum yang turut mencampuri urusan organisasi buruh hingga
keadaan mereka semakin buruk.

Sgjatinya GASBIINDO telah berusaha untuk selalu aktif dalam membela
hakat dan martabat kaum buruh. Hal ini dapat dilihat pada prinsip dan nilai
yang tercermin melalui usaha dan tujuan didirikannya GASBIINDO. Selain
itu GASBIINDO juga rutin melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada
pejabat pemerintah sembari mendiskusikan tentang bagai mana perkembangan
situas perburuhan di Indonesia. GASBIINDO juga sempat melakukan
audiensi dengan lembaga pemerintah terkait yang bersinggungan langsung
dengan masalah perburuhan. Namun dalam hal ini kewenangan GASNIINDO
sebagal organisasi buruh dibatasi oleh undang-undang, di mana kewenangan
tentang kebijakan sgjatinya menjadi kewenangan Pemerintah. Hal lain yang
tidak bisadi sentuh oleh GASBIINDO iaah perumusan kebijakan. Dan yang
sering terjadi di buruh yang mencari kesejahteraan.

Dalam menangani kondisi kaum buruh yang kesulitan, GASBIINDO tidak
serta merta turun ke jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa GASBIINDO
lebih  mengedepankan  pendekatan-pendekatan  soia.  Tampaknya
GASBIINDO jarang melakukan sesuatu/kebijakan seperti organisasi buruh
pada umunya.

. Saran
Organisasi buruh maupun komunitas buruh yang lain harus lebih aktif

dalam memperjuangkan hak-hak meraka tanpa meninggalkan kewajiban yang
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dibebankan pada kaum buruh. Selain itu pemerintah sebagai salah satu pihak
yang terlibat terhadap kondis buruh juga harus mampu menjaankan
perannya sebaga pembuat kebijakan dan mediator antara buruh dan
perusahaan, serta penanganannya harus sampai tuntas dan selesai, karena
selama ini banyak kasus-kasus yang penyelesaiannya kurang bisa
mengakomodir kepentingan pihak terkait.

Agar terciptanya kesgahteraan sosial yang merata, maka setiap pihak
harus mampu menjalankan perannya seseuai dengan ketentuan dan peraturan

yang berlaku.
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